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ABSTRAK 

 
 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan diKota 

Medan, serta mengindetifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam pelaksanannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Medan serta masyarakat sekitar kawasan industri. Analisis data 

menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 belum berjalan secara optimal. 

Hal ini disebaban oleh kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya 

pengawasan, koordinasi antarorganisasi yang belum maksimal, serta rendahnya 

kepatuhan sebagian pelaku industri. Meskipun demikian, pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya seperti pengawasan, pembinaan kepada pelaku usaha, 

koordinasi dengan pengelola kawasan industri, serta penerapan sanksi administratif 

untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. 

 

 
 

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Limbah Cair, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

        Medan merupakan kota besar yang berada di Sumatera Utara dan menjadi 

pusat kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi, sehingga sebagian besar kegiatan 

perekonomian yang berada di Medan seperti perindustrian, perdagangan, 

perkantoran dan pendidikan. Berbagai kegiatan tersebut yang berpusat di Kota 

Medan telah membawa konsekuensi sebagian besar aktivitas manusia, salah satu 

dari permasalahan akibat kegiatan tersebut yang sangat mempengaruhi kualitas 

kehidupan masyarakat Kota Medan. Di Kota Medan, pusat industri terpusat di satu 

titik. Pusat Industri ini sering dikenal dengan Kawasan Industri Medan. 

Berdasarkan informasi dan berita dari media PT.Kawasan Industri Medan, (2025), 

Kawasan Industri Medan (KIM) merupakan anak usaha PT. Danareksa (Persero) di 

bidang jasa usaha dan jasa pengelolaan kawasan industri. Industri yang berada di 

Kawasan Industri Medan (KIM) sebanyak 400 mitra industri perusahaan yang 

terdiri dari 32 perusahaan PMA dan 303 PMDN/non fasilitas. Kawasan Industri 

Medan yang berlokasi dekat dengan permukiman penduduk dikala ini sudah banyak 

memunculkan banyak permasalahan. Permasalahan ini sangat krusial yaitu 

pencemaran area, baik itu pencemaran udara, lingkungan, air, dan kebisingan. 

Dengan banyaknya permasalahan ini diperlukan adanya penanganan pencemaran 

lingkungan di Kawasan Industri Medan berdasarkan peraturan perundangan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah.  

           Pencemaran yang paling besar volumenya adalah pencemaran air dan 

lingkungan. Pencemaran air adalah tindakan ataupun aktivitas yang menyebabkan 
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badan air permukaan termasuk drainase, selokan ataupun aliran air kota yang 

terkontaminasi oleh limbah industri ataupun kegiatan yang lain tanpa melalui 

proses pengolahan. Pencemaran air tidak hanya dipahami oleh perubahan fisik atau 

kimiawi pada air, tetapi juga sebagai bentuk yang ketidak patuhan terhadap regulasi 

lingkungan, di mana pembuangan limbah cair tanpa pengolahan yang baik sangat 

bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. Pencemaran 

air di Kawasan Industri Medan sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia 

yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan juga limbah cair 

industri. Dampak lainnya yang dapat merugikan dari pencemaran air adalah 

terganggunya lingkungan hidup dan ekosistem. 

         Pencemaran lingkungan merupakan suatu kejadian lingkungan yang tidak 

diinginkan, sehingga dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat 

menimbulkan pencemaran yaitu, udara yang berbau tidak sedap. Udara yang 

tercemar baik oleh debu, gas maupun unsur kimia lainnya yang dapat menyakitkan 

pada saluran pernafasan, dan mata menjadi pedas ataupun merah dan berair. 

Melalui berita dari Fitri, (2025), mengemukakan adanya pencemaran lingkungan 

yang sering diungkapkan dengan pembicaraan ataupun pemberitaan melalui media 

massa. Ungkapan yang sering terjadi bermacam ragam popularisasinya dikalangan 

pendengar atau pembaca, antara lain pernyataan yang menyebutkan bahwa aliran 

air di drainase KIM sudah terkontaminasi limbah. Air di drainase KIM 2 menuju 

bundaran KIM 5 tercampur minyak berwarna hitam dengan bau yang menyengat.  
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        Menurut  Oktaviani, (2019), mengemukakan bahwa kondisi pembuangan 

limbah di KIM masih sangat buruk dikarenakan semua perusahaan-perusahaan 

yang ada di KIM membuang hasil limbahnya. Sebagai pengelola Kawasan Industri, 

dari mulai berdirinya hingga saat ini seluruhnya menghasilkan limbah. Dengan 

keberadaan Kawasan Industri ini memiliki dampak negatif, salah satunya yaitu 

adanya limbah cair dari hasil aktivitas industri tersebut dan dengan adanya limbah 

tersebut banyak pelaku industri yang kurang baik dalam mengelola industri. 

Limbah cair industri ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran 

lingkungan khususnya air Sungai Deli, sebab dari limbah cair industri dihasilkan 

beberapa zat organik dan anorganik yang dibuang dan dialirkan melalui selokan-

selokan dan akhirnya ke Sungai Deli. Sungai Deli yang sudah tercemar dapat 

mematikan berbagai organisme yang hidup di dalamnya.  

        Sungai Deli yang tercemar tersebut juga dapat mematikan berbagai dari 

organisme yang hidup di dalamnya. Menurut Oktaviani, (2019), dengan data yang 

sudah di dapatkan Ini merupakan gambaran kualitas dari sungai yang sudah 

tercernar secara fisik maupun biologi 

      Selanjutnya, pencemaran lingkungan yang ada di Kawasan Industri Medan 

ini sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup. Dengan adanya peraturan Kota 

Medan yang menjelaskan tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap 

larangan pembuangan limbah cair diatur dalam peraturan daerah Kota Medan 

Nomor 10 Tahun 2021 pasal 14. Peraturan ini menjelaskan tentang upaya 

melakukan pengawasan, pemerikasaan, pemantauan dan penindakan pelanggaran 

terhadap larangan pembuangan limbah cair ke selokan ini, maka pelaksanaannya 

dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, 

kesehatan dan sosial budaya. Tujuan pemerintah membentuk peraturan daerah Kota 
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Medan Nomor 10 Tahun 2021 pasal 14 ini adalah menjamin ketertiban dan 

kebersihan lingkungan industri, mencegah pencemaran lingkungan dan perairan, 

melindungi kesehatan masyarakat sekitar, mengikuti standar pengolahan limbah 

sesuai ketentuan pemerintah Kota Medan, menciptakan Kawasan Industri Medan 

yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. 

        Berdasarkan beberapa masalah yang sudah dijabarkan diatas, permasalahan 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam 

mengimplementasikan kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban umum 

terhadap larangan pembungan limbah cair ke selokan pada saat ini oleh Kawasan 

Industri Medan yang diaplikasikan melalui penelitian ilmiah yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan 

Pembuangan Limbah Cair Ke Selokan Di Kota Medan” 

1.2 Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana implementasi peraturan daerah 

Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke 

selokan di Kota Medan. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis dari pencemaran limbah cair. 

2. Untuk mengetahui gambaran tentang implementasi peraturan daerah Kota 

Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke 

selokan di Kota Medan  

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam 

pelaksanaan larangan pembuangan limbah cair ke selokan di kota medan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

        Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian antara lain: 

1) Secara akademis, hasil dari penilitian ini dapat disumbangkan kepada FISIP 

UMSU khususnya jurusan Ilmu Administrasi Publik dalam rangka 

memperkaya literatur bacaan dan khasanah penelitian bagi mahasiswa. 

2) Secara teoritis, diharapkan untuk menerapkan teori kebijakan publik yang di 

dapat penulis selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP 

UMSU serta memperkaya wawasan penulis 

3) Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk memberi 

masukan kepada berbagai pihak khususnya untuk PT.KIM dalam larangan 

pembuangan limbah cair ke selokan. Selain itu, bagi mahasiswa yang lain, 

dengan adanya penelitian ini dapat membantu menjadi referensi untuk 

melakukan penelitian yang selanjutnya dengan materi yang sama. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I       PENDAHULUAN 

                   Bab ini berfokus pada penguraian tentang latar belakang masalah 

yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan.  

BAB II     URAIAN TEORITIS 

                  Bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi penelitian, yang 

akan menguraikan tentang pengertian kebijakan, kebijakan publik,  

implementasi,  implementasi kebijakan, implementasi kebijakan 

publik, dan limbah cair. 
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BAB III   METODE PENELITIAN 

                  Pada bab ini akan membahas secara rinci mengenai jenis penelitian, 

definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, narasumber, teknik 

pengumpulan data, teknis analisis data, serta waktu dan lokasi 

penelitian.  

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                  Bab ini membahas mengenai penyajian data dan analisis hasil 

wawancara dengan informan atau narasumber. 

BAB V     PENUTUP 

                 Pada bab ini akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran dari 

penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1  Kebijakan dan Kebijakan Publik 

2.1.1   Pengertian Kebijakan 

           Kebijakan (police) secara etimologi diturunkan dari Bahasa Yunani, yaitu 

“polis” yang artinya kota (city). Kebijakan merupakan aturan tertulis untuk 

keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan 

tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Menurut Heclo dalam 

Nurholis et al., (2022), menggunakan istilah kebijakan secara luas, yaitu sebagai 

rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu  

masalah, baik itu yang lebih luas dari tindakan ataupun keputusan yang bersifat 

khusus.  

Kebijakan juga merupakan serangkaian kegiatan yang bersangkutan dari 

pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Pola tingkah laku yang terarah kepada 

tujuan yang berhubungan dengan kenyataan bahwa kebijakan adalah sesuatu yang 

gelap dan abstrak yang mendorong kepada keputusan-keputusan selanjutnya (E-

issn & Uswatiyah, 2021). Kebijakan merupakan salah satu bentuk serangkaian yang 

berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak 

pemerintah tersebut. Kebijakan menurut Siti Marwiyah, (2022), kebijakan adalah 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana terdapat hambatan dan 

kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan berguna dalam mengatasinya 

untuk mencapai tujuan yang dimaksud  
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    Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada dasarnya 

adalah serangkaian keputusan ataupun tindakan yang sudah dibuat secara formal 

oleh pemerintah maupun organisasi tujuannya untuk mengatur perilaku dan dapat 

menyelesaikan masalah publik. Kebijakan juga tidak hanya berupa aturan yang 

tertulis, tetapi juga mencakup tindakan maupun tidak bertindaknya pemerintah 

yang telah diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.  

2.1.2  Kebijakan Publik 

                                  Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang terus dikembangkan 

oleh badan dan pejabat pemerintah. Oleh karena itu karakteristik khusus dalam 

kebijakan publik adalah bahwa keputusan tersebut telah dirumuskan sebagai 

otoritas oleh sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, 

para hakim, administrator, penasehat, dan sebagainya. Menurut Sahya Anggara, 

(2014) kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak 

pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas 

publik. Kebijakan publik juga harus mampu mengakomodasikan berbagai 

kepentingan yang berbeda dan juga mampu mengagregasikan berbagai kepentingan 

tersebut suatu kebijakan yang bersifat prioritas, urgen, dan mengarah pada upaya 

untuk menata kepentingan yang lebih luas. Menurut Pendapat lain yang 

dikemukakan oleh Wilson yang dikutip dalam Syahruddin, (2018), bahwa 

kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan 

pemerintah mengenai masalah tertentu dan langkah-langkah yang telah diambil 

untuk diimpelementasikan. 

                                 Kebijakan publik yang dikemukakan oleh (Syahruddin, 2018), merupakan 

pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan 
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masalah publik serta suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi 

kepentingan masyarakat bahwa mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam 

pemerintahan. Menurut Nurcholis dalam buku Irawaty Igirisa, (2022) memberikan 

definisi tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan 

pedoman perilaku dalam: 

a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok 

sasaran maupun organisasi pelaksana kebijakan. 

b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik 

dalam hubungan dengan organisai pelaksana maupun dengan kelompok 

sasaran. 

       Menurut pendapat lain yang dikemukakan Abdoellah Y.A, (2016), bahwa 

kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan dan dikerjakan 

oleh pemerintah, mengapa hal tersebut ditetapkan dan dikerjakan serta apa hasil 

yang ingin dicapai. Menurut pendapat Solihin Abdul Wahab dalam Abdoellah Y.A, 

(2016), mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah telaah kritis terhadap isu 

kebijakan tertentu, dilakukan oleh analis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan 

menggunakan ragam pendekatan dan metode untuk menghasilkan nasihat atau 

rekomendasi kebijakan guna untuk membantu pembuat kebijakan dan para pihak 

yang akan dipengaruhi kebijakan dalam mencari solusi yang tepa tatas masalah-

masalah kebiajakn yang relevan. 

                             Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan dan aturan yang diatur dan 

dikerjakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara sadar, 
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terencana, dan berorientsi pada pemecahan masalah publik serta mencapai tujuan 

negara. Kebijakan publik tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga 

mencakup pelaksanaan nyata dalam kehidupan masyarakat.  

2.2  Implementasi dan Implementasi Kebijakan 

  2.2.1   Implementasi 

           Secara etimologi, implementasi merupakan pelaksanaan, penerapan, dan 

menjalankan. Sedangkan secara terminologi, implementasi merupakan suatu 

pelaksana yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan untuk mencapai suatu 

kegiatan yang terencana. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan 

tertentu. Implementasi juga berasal dari Bahasa inggris yaitu implementation  

yang berasal dari kata kerja (to) implement, yang artinya membuat apa yang sudah 

diputuskan secara resmi atau digunakan. Sesuatu hal yang sudah diputuskan 

secara resmi atau digunakan. Implementasi merupakan suatu aktivitas yang telah 

dibuat untuk mendengarkan salah satu kebijakan yang dicoba oleh para 

implementator pada golongan selaku usaha untuk dapat menciptakan suatu 

kebijaksanaan. Implementasi menurut Ismara et al., (2022) juga dapat diartikan 

sebagai salah satu cara untuk mengaplikasikan berbagai macam tanpa adanya 

batasan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, yang dimana 

pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada 

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai. 

          Implementasi yang dikemukakan oleh Syahruddin, (2018), adalah tahap 

merealisasikan tujuan program, perlu diperhatikan yaitu memikirkan dan 

menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, 
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termasuk hambatan ataupun peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang 

diserahi tugas untuk melaksanakan program. Menurut Ripley dan Franklin dalam 

Rulinawati Kasmad, (2013) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang telah ditetapkan yang memberikan otoritas 

program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut 

pendapat Lester dalam Mukhtar et al., (2022), bahwa implementasi merupakan 

suatu proses sekaligus suatu hasil (outcome). Keberhasilan suatu implementasi 

juga dapat diukur atau dapat dilihat dari hasil proses dan pencapaian tujuan akhir. 

         Berdasarkan pengertian implementasi diatas, maka dari itu dapat 

disimpulkan bahwa implementasi  merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan 

ataupun rencana yang sudah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Implementasi ini bersifat dinamis, yang melibatkan dari tindakan yang nyata dari 

para pelaksana kebijakan agar suatu keputusan yang telah dibuat dapat diterapkan 

secara operasional. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas, tetapi juga 

merupakan tindakan yang telah terencana untuk mewujudkan suatu perubahan 

yang diinginkan. Selain itu juga, implementasi sangat berhubungan dengan 

peraturan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas. 

                     2.2.2 Implementasi Kebijakan 

                               Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van 

Horn untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam implementasi 

kebijakan publik. Penulis menggunakan teori ini karena teori Van Meter dan Van 

Horn paling komprehensif untuk menjelaskan faktor-faktor implementasi yang 

dipengaruhi oleh koordinasi, standar teknis, sikap pelaksana, dan kondisi sosial, 

ekonomi masyarakatnya. Ada enam variabel implementasi yang dikemukakan 
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oleh Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja 

kebijakan yaitu sebagai berikut: 

(1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan ini harus sudah 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Dengan adanya sebuah kinerja 

implementasi kebijakan dapat diukur dari keberhasilannya jika tujuan dari 

kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana 

kebijakan. 

(2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya 

baik sumberdaya manusia (human resource) ataupun sumberdaya non manusia 

(non-human resource). Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat 

tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.  

(3) Karakteristik Agen Pelaksana. Dengan adanya fokus perhatian pada agen 

pelaksana (pelaksana kegiatan) yang mencakup organisasi formal dan 

organisasi informal yang telah melibatkan pengimplemntasian kebijakan 

publik akan banyak dipengaruhi sesuai dengan para agen pelaksananya. Yang 

dimaksud dalam karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, 

norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi.  

(4) Hubungan Antar Organisasi. Dalam banyak program yang sudah di 

implementasikan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. 

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan 

publik. Ada atau tidaknya sebuah kondisi koordinasi komunikasi yang baik, 

maka dapat dilihat dari bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah 

proses implementasi mengutarakan asumsi kesalahannya begitu pula 

sebaliknya.  
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(5) Sikap Kecenderungan (Disposition) para pelaksana. Adanya sikap penerimaan 

atau penolakan yang dilakukan oleh agen pelaksana (pelaksana kegiatan) akan 

banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya sebuah kinerja 

implementasi kebijakan publik.  

(6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir ini yang perlu 

diperhatikan guna untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif 

yang telah ditawarkan oleh Van Matter dan Van Horn adalah sudah sejauh 

mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik 

yang telah ditetapkan. 

      Sementara itu, menurut Kapioru dalam Chairunnisa, (2022), ada empat 

faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu sebagai 

berikut : 

(1) Kondisi lingkungan (environmental conditions) 

(2) Hubungan antar organisasI (inter-organizational relationship) 

(3) Sumber daya (resources) 

(4) Karakter institusi implementor (characteristic implementing agen 

Manfaat dalam menilai implementasi kebijakan publik terhadap larangan 

pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021. Pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil di 

pengaruhi oleh beberapa faktor. Ada empat variabel utama yang dikemukakan oleh 

Thomas B. Smith dalam kutipan Siti Marwiyah, (2022), yaitu adanya kebijakan 

ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan.  Pertama, 

terkait dalam kebijakan ideal, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 dirancang 

untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan tertib.  Kedua, dari sisi 



14 
 

 
 

kelompok sasaran, dalam penelitian ini masih ada sebagian besar pabrik yang 

belum memahami secara menyeluruh isi dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2021. Ketiga, mengenai organisasi pelaksana, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, 

Kawasan Industri Medan, dan warga sekitar. Keempat, faktor lingkungan sosial, 

politik, dan ekonomi yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan publik. 

Dalam penelitian ini pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021 masih terjadi, dan implementasi kebijakan belum 

sepenuhnya efektif. Implikasi dari penilitian ini sangat menegaskan bahwa perlu 

adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan Kawasan Industri Medan. 

3.1  Limbah Cair 

          Limbah cair industri yang merupakan sisa industri yang berbentuk cair 

dihasilkan dari berbagai proses produksi di sektor industri. Limbah cair ini juga 

terdapat kandungan bahan kimia yang berbahaya, misalnya minyak, zat organik, 

maupun bahan beracun lainnya.  Limbah cair menurut Lasut, (2020), adalah limbah 

yang berbentuk cair, air limpasan, dan air yang telah digunakan untuk berbagai 

keperluan. Limbah cair berisi campuran limbah yang berbentuk cair, yang terdiri 

dari limbah cair domestic, limpasan perkotaan, dan limbah dari industri. Pada 

umumnya, limbah cair memiliki kuantitas yang lebih besar dibandingkan limbah 

jenis lainnya dan memiliki tipikal kandungan polutan yang lebih beragam, antara 

lain : minyak, alcohol, fenol, pewarna sintetis, dan logam berat. Menurut Ketut, 

(2016) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan terjadinya penurunan kualitas 

lingkungan karena masuk atau dimasukkannya energi atau materi sampai pada 

tingkat tertentu sehingga air tersebut tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai tata 

gunanya.  
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Menurut Oktaviani, (2019), limbah yang mengadung bahan polutan yang 

memiliki sifat racun dan yang berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang 

dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relative sedikit tetapi berpotensi 

untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Limbah dapat juga dikenali 

berdasarkan karakteristiknya, Adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut: 

a. Ada berupa partikel dan padatan, baik yang sudah larut maupun yang 

mengendap, dan juga ada yang kasar ataupun ada yang halus. 

b. Memiliki kandungan bahan yang berbahaya dan beracun, yaitu lebih mudah 

terbakar, mudah meledak, korosif, dan bersifat sebagai oksidator dan reduktor 

yang kuat, lebih mudah membusuk dan lain-lain. 

c. Kemungkinan dalam jangka waktu yang singkat tidak akan memberikan 

pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin juga berakibat 

fatal terhadap lingkungan. 

d. Memiliki warna yang keruh dan suhu tinggi. 

e. Adanya minyak atau bahan-bahan yang mengapung lainnya. 

f. Mengandung substansi penyebab bau dan rasa yang tidak disukai. 

       Berdasarkan dengan wujud dan karakteristiknya, limbah dapat 

dikelompokkan menjadi tigas jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan 

industri yang dibuang ke lingkungan dan dapat mencemari lingkungan. 

b. Limbah gas dan partikel adalah limbah yang banyak dibuang ke udara. 

c. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan 

bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan. 

       Menurut Ketut, (2016), limbah cair atau di sebut dengan air buangan yang 
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dapat dibedakan menjadi dua macam: 

a. Air buangan industri adalah air buangan yang berasal dari industri sebagai 

akibat dari pproses produksi. 

b. Air buangan rumah tangga adalah air buangan yang bukan berasal dari 

industri, melainkan berasal dari rumah tinggal, kantor, hotel dan lain-lain.  . 

     Menurut Nudra, (2023), limbah juga memiliki jenisnya yaitu limbah yang 

berdasarkan sumbernya, sebagai berikut: 

1) Limbah domestic atau yang biasa disebut limbah rumah tangga adalah sisa dari   

buangan yang dapat dihasilkan dari kegiatan rumah tangga atau pemukiman 

masyarakat sekitar. 

2) Limbah medis adalah sisa ataupun sampah yang berasal atau dihasilkan dari 

kegiatan yang difasilitasi kesehatan seperti puskemas, rumah sakit, dan juga 

klinik.  

3) Limbah pertanian adalah sisa dari suatu proses produksi pertanian maupun 

pemberian pupuk dan pembasmian hama. 

4) Limbah pertambangan adalah sisa dari hasil suatu proses pertambangan yang 

sudah tidak mempunyai nilai ekonomis. 

5) Limbah industri adalah hasil buangan yang dapat dihasilkan dari setiap macam 

kegiatan industri.  

         Berdasarkan pengertian limbah cair diatas, maka dari itu dapat disimpulkan 

bahwa limbah cair merupakan buangan yang berbentuk cair berasal dari aktivitas 

inidustri maupun dosmetik dan juga dapat mengandung berbagai bahan pencemar 

yang berbahaya, termasuk senyawa organic, anorganik, dan bahan beracun (B3). 

Dengan memiliki karakteristik fisik dan kimia yang kompleks, maka limbah cair 
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berpotensi menurunkan kualitas lingkungan apabila dibuang tanpa adanya 

pengolahan yang baik. Jadi, secara keseluruhan, limbah cair mencerminkan kondisi 

yang sudah terkontaminasi terjadi ketika kandungan polutan tersebut melebihi 

kemampuan lingkungan untuk menguraikannya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

        Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Penelitian kualitatif menurut Nasution, 

(2023) dapat diartikan sebagai data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, ungkapan narasi, dan gambar. Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai 

human instrument dan dengan teknik pengumpulan data participant observation 

(observasi berperan serta) dan in depth interview (wawancara mendalam), maka 

peneliti harus berinteraksi dengan sumber data.  

        Menurut Sahir, (2022) penelitian kualitatif merupakan persepsi yang 

mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena yang lebih 

detail pada kasus per kasus sifat masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar 

penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data 

yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder.  

        Sedangkan menurut Murdiyanto, (2020) penelitian kualitatif merupakan 

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi 

lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting  

yang holistis, kompleks, dan rinci.  
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3.2.   Kerangka Konsep 

    Kerangka konsep adalah suatu representasi visual maupun tulisan dari 

hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti, yang memiliki fungsi 

sebagai panduan dan dasar berpikir dalam sebuah penelitian. Menurut Dhonna, 

(2022), kerangka konsep merupkan visualisasi hubungan antara berbagai variabel, 

yang telah dirumuskan oleh peniliti setelah membaca berbagai teori yang ada dan 

kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan digunakannya sebagai landasan 

untuk penelitiannya. 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

3.3.   Definisi Konsep  

         Konsep merupakan suatu ide atau konsep itu sendiri, yang sifatnya lebih luas 

ataupun abstrak.  Dari uraian diatas dapat digunakan konsep pemikiran untuk 

memperkecil pengertian yang akan diteliti berdasarkan Implementasi Van Meter 

dan Van Horn: 

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan ini harus sudah 

jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan yang telah ditetapkan dalam 

IMPLEMENTASI 

PERATURAN 

DAERAH NOMOR 10 

TAHUN 2021 

Implementasi Kebijakan 

(Van Meter dan Van Horn 
 

1. Standar dan Sasaran 

Kebijakan 

2. Sumber Daya 

3. Karakteristik 

Pelaksana 

4. Hubungan Antar 

Organisasi 

5. Sikap Pelaksana 

6. Lingkungan Sosial, 

Ekonomi, Politik 

Pelaksanaan Larangan 

Pembuangan Limbah Cair Ke 

Selokan di Kota Medan 

Dalam Pasal 14 
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kebijakan. 

2. Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya baik 

sumberdaya manusia (human resource) ataupun sumberdaya non manusia (non-

human resource) agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. 

3. Karakteristik agen Pelaksana. Suatu komitmen ataupun kemauan sikap dari para 

pelaksana kebijakan terhadap aturan yang harus dijalankan. 

4. Hubungan Antarorganisasi. Kualitas koordinasi dalam komunikasi 

antarorganisasi dilihat dari penyampaian informasi antara lembaga yang terlibat 

dalam implementasi. 

5. Sikap pelaksana. Adanya sikap penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh 

agen pelaksana (pelaksana kegiatan) akan banyak mempengaruhi keberhasilan 

atau tidaknya sebuah kinerja implementasi kebijakan publik.  

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor eksternal yang dapat 

memperkuat atau menghambat suatu implementasi kebijakan. 

3.4.   Kategorisasi Penelitian 

        Menurut Oktaviani, (2019) kategorisasi merupakan salah satu tumpukan 

yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi juga 

menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga 

diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk 

analisa dan variabel tersebut.  Ketegorisasi dalam penelitian ini adalah : 

a. Adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terarah. 

b. Adanya dukungan sumber daya manusia maupun non-manusia untuk 

implementasi kebijakan. 

c. Adanya karakteristik agen pelaksana dalam suatu pelaksanaan kebijakan. 
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d. Adanya hubungan antarorganisasi dalam pelaksanaan kebijakan. 

e. Adanya sikap pelaksana dalam sebuah kinerja implementasi kebijakan. 

f. Dan adanya pertimbangan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang 

akan mendukung keberhasilan sutu implementasi kebijakan. 

3.5.   Narasumber  

          Narasumber dalam penelitian ini adalah individu orang maupun sekelompok 

orang yang benar-benar mengetahuinya secara mendalam dan dapat 

menjalankannya sesuai dengan tema penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan Limbah Cair Ke 

Selokan di Kota Medan. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan narasumber 

yang terdiri dari : 

Tabel 3.1 Identitas Informan 

 

  NO.               NAMA                                    JABATAN 

    1                 Uli Sirait              Staff Pengendali Pencemaran dan Kerusakan  

Lingkungan Hidup 

    2                 Jose Rizal             Masyarakat Sekitar  

     Sumber: Hasil Penelitian 2026 

 

3.6.  Teknik Pengumpulan Data 

         Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1.  Teknik Pengumpulan Data Primer 

a. Metode Observasi, merupakan alat untuk pengumpulan data yang dilakukan  

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena ataupun 

gejala yang diselidiki dilapangan. Sehingga dapat melengkapi data-data yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

b. Metode wawancara ( interview ) merupakan salah satu teknik pengumpulan 
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data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun 

tidak langsung bertatap muka (face to face) dengan sumber data (responden). 

Metode ini merupakan teknik yang baik untuk digunakan dalam menggali 

informasi disamping dan juga berfungsi untuk memberikan penerangan 

kepada masyarakat. 

2.   Teknik Pengumpulan Data Sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi 

sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang 

berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder ini juga dapat 

diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang sifatnya studi 

dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, 

maupun referensi-referensi lainnya. 

1. Wawancara 

Menurut Widiyanto dalam Wulandari et al., (2024) wawancara adalah 

percakapan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara lisan, baik langsung, 

maupun tidak langsung dengan tujuan tertentu. Adapun indikator yang akan 

ditanyakan kepada informan merupakan salah satu pengembangan dari teori 

tersebut, yang tujuannya untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam 

penelitian. Agar proses dari wawancara tersebut dapat berjalan secara menda;am 

antara peneliti dengan informan sehingga, wawancara bisa di dapat sesuai dengan 

yang dibutuhkan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu proses dari pengumpulan, pengolahan, serta 

penyediaan bukti ataupun keterangan dari suatu peristiwa, informasi, ataupun 
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kegiatan dalam bentuk tulisan, gambar, foto, maupun media lainnya. 

3.7.  Waktu dan Lokasi Penelitian  

Waktu dan lokasi penelitian merupakan tempat atau rentang waktu yang di 

mana suatu penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan akan memecahkan 

suatu masalah. Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggung jawabkan data yang akan diambil. Di dalam penelitian ini lokasi 

penelitian  ditetapkan berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang 

berlokasi di Jl. Pinang Baris No. 114, Lalang, Kec. Medan Sunggal. Penelitian ini 

dilakukan dari 03 Februari – 12 Februari 2026. 

 

Gambar 3.2 Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 

 

                            
   Sumber :  

   https://maps.app.goo.gl/dlh.medan.go.id/ 

 

 

3.8.  Teknik Analisis Data  

         Analisis data merupakan sesuatu proses atau upaya dalam pengolahan data 

menjadi sebuah informasi yang baru agar karakteristik data tersebut akan lebih 

mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, terkhususnya 

yang berhubungan dengan suatu penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian 

menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. 

https://maps.app.goo.gl/dlh.medan.go.id/
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        Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif model Miles dan Huberman, karena penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif yang tujuannya untuk memahami implementasi kebijakan secara 

mendalam. Analisis data yang dilakukan secara terus menurus hingga proses 

pengumpulan data penelitian selesai. Model interaktif Miles Huberman dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

1. Pengumpulan Data : pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan hasil 

observasi bahkan catatan lapangan yang telah didapatkan saat melakukan 

penelitian. 

2. Penyajian Data : di tahap penyajian data ini dilakukan dengan cara menyusun 

informasi secara sistematis sehingga ringkasan data yang sudah diperoleh 

selanjutnya dibuat dalam suatu bentuk transkip, gambar, skema, dan lain 

sebagainya untuk lebih mempermudah penelitian dalam menggambarkan 

ataupun mengamati fenomena yang terjadi dilapangan. 

3. Kesimpulan : merupakan bagian akhri dari kegiatan analisis data kualitatif, yaitu 

dengan penarikan kesimpulan dari topik pembahasan yang sudah dibuat.  

3.9.  Deskripsi Objek Penelitian 

3.9.1  Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup 

          Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Kedudukannya 

adalah sebagai Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan unsur 

pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada 

di bawah serta bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas 
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mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 

yang diberikan pada daerah pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan 

visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana 

pembangunan jangka menengah daerah.  

3.9.2  Visi Dinas Lingkungan Hidup 

Yaitu menjadi kota masa depan yang multicultural, berdaya saing, sejahtera 

dan religius  

3.9.3 Misi Dinas Lingkungan Hidup 

  Yaitu mewujudkan tata ruang kota medan yang konsisten serta di dukung 

ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjuta. 

Gambar 3. 3 Struktur Organisasi  

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Hasil Penelitian 

       Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah 

didapat dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Pengumpulan 

data yang diambil peneliti adalah melakukan wawancara dengan proses tanya jawab 

secara langsung atau tatap muka antara pewawancara dengan satu responden. Untuk 

melakukan proses wawancara tersebut peneliti membuat beberapa pertanyaan 

untuk masing-masing narasumber yang diangkat dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi dalam melakukan penelitian guna membantu peneliti untuk 

mendapatkan data yang efektif dalam penelitian untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan 

Pembuangan Limbah Cair Ke Selokan.  

       Penelitian ini dilaksanakan pada 03 Februari 2026 – 12 Februari 2026 di 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Observasi dan wawancara dilakukan 

untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti dan memperoleh data-data 

lain sebagai pendukung penelitian ini.  

        Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berdasarkan wawancara 

key informan untuk memperoleh informasi yang mampu menjawab permasalahan 

– permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun key informan beserta 

jabatannya sebagai berikut. 
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Wawancara merupakan percakapan antara dua individua tau lebih yang   

berlangsung antara pewawancara dengan key informan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan indormasi yang diperlukan. Wawancara ini dilakukan dengan 

sistematis dan terarah, yaitu penulis telah mempersiapkan draft wawancara, secara 

jelas dan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Adapun objek yang diteliti oleh 

penulis ialah sebagai berikut:  

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Larangan Pembuangan 

Limbah Cair Ke Selokan di Kota Medan adalah sebuah peraturan yang telah dibuat 

oleh pemerintah kota medan agar dapat mengatasi permasalahan tentang 

pengelolaan limbah cair industri yang berasal dari pabrik kawasan industri medan 

yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang ditunjuk sebagai 

pelaksana peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini.  Dari hasil wawancara yang 

telah dilakuan, peneliti menemukan, bahwa : 

4.1.1   Standar dan Sasaran Kebijakan 

Dalam implementasi standar dan sasaran kebijakan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk mengatur pengelolaan limbah agar tidak 

mencemari lingkungan, mengatur tata kelola pembuangan limbah, serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuang 

limbah sembarangan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan 

pembuangan limbah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku 

staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, diketahui bahwa perda tersebut telah 

menjadi dasar hukum yang telah dirumuskan dengan jelas perda tersebut. Namun, 

dalam pelaksanaanya sasaran kebijakan belum tercapai secara optimal karena perda 

tersebut belum pernah disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, dan 
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pelaku usaha yang disebabkan oleh Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan 

peraturan yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi lingkungan hidup, seperti 

halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 

2022. 

Hal ini disampaikan oleh Ibu Uli Sirait, pada Senin, 09 Februari 2026 pukul 

11.37 WIB, selaku Staff Bidang Pengendali dan Kerusakan Lingkungan Hidup, 

yang menyatakan: 

“ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 memang sudah ada sebagai 

dasar hukum pengelolaan limbah, tetapi untuk sosialisasi secara khusus 

kepada pelaku usaha, dan masyarakat belum pernah dilakukan. Biasanya 

yang disosialisasikan lebih terkait dengan tugas dan fungsi lingkungan 

hidup seperti peraturan wali kota nomor 19 tahun 2022, peraturan 

pemerintah nomor 22 tahun 2021, peraturan menteri LHK nomor 5 tahun 

2021 karena lebih teknis. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh DLH 

melalui pendekatan langsung kepada pelaku usaha saat kegiatan 

pemantauan air limbah, kegiatan sosialisasi formal seperti rapat dan 

pertemuan, penyebaran informasi melalui media sosial resmi DLH dan 

pemberian himbauan terkait pengelolaan air limbah”.  

       

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Jose Rizal, pada Selasa 

03 Februari 2026 pukul 15.27 WIB,  selaku masyarakat sekitar, yang menyatakan : 

“Saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2021 ini. Saya hanya mengetahui aturan 

penglolaan limbah cair dari media atau informasi umum yang disampaikan 

pemerintah”.   

 

Pernyataan tersebut diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2021 ini telah tersedia sebagai dasar hukum dalam pengelolaan limbah, namun 

sosialisasi secara khusus mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat maupun 

pelaku usaha belum pernah dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup lebih 

memfokuskan sosialisasi pada peraturan wali kota dan peraturan pemerintah karena 
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dianggap lebih bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan di lapangan. 

Bentuk sosialisasinya yang dilakukan selama ini cenderung melalui pendekatan 

tidak langsung, misalnya saat kegiatan pemantuan air limbah, rapat, dan pertemuan 

formal, penyampaian informasi melalui media sosial resmi DLH, serta dari 

pemberian himbauan umum terkait pengelolaan air limbah. Dalam temuan ini juga 

menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2021 belum dilakukan secara optimal dan belum menjangkau masyarakat 

dan pelaku usaha sebagai kelompok sasaran kebijakan. 

Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan dinas yang menjaga kelestarian 

dari pencemaran lingkungan seperti pencemaran akibat pembuangan limbah cair ke 

selokan atau drainase tanpa adanya pengelolaan yang baik dan benar. Pelaku usaha 

seperti pabrik yang berada di Kawasan Industri Medan memiliki kaitan dalam 

menjaga pencemaran ini. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tindakan dalam 

menangani pelanggaran pembuangan limbah cair agar terhindar dari pencemaran 

lingkungan yang berada di Kawasan Industri Medan. 

Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan Ibu Uli Sirait, selaku staff di 

bidang pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup, untuk mengetahui 

tindakan pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan bagi pabrik 

atau pelaku usaha khusunya di Kawasan Industri Medan yang melanggar terhadap 

pembuangan limbah cair industri ini dan Ibu Uli Sirait mengatakan: 

“ Biasanya Kawasan Industri Medan ini selalu berkoordinasi langsung 

dengan pihak KIM nya, karena PT.KIM sendiri sudah memiliki yang 

namanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Terpadu. 

Semua kegiatan yang ada di PT.KIM mereka wajib menyambungkan 

saluran air limbah mereka ke pengolahan air limbah itu. Adanya IPAL 

ini pencemaran jadi berkurang, memenuhi baku mutu air limbah 

terpenuhi, dan menjadi pelaku usaha ataupun pabrik yang melakukan 

izin”.   
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Dalam implementasi peraturan daerah ini pemerintah memiliki tujuan 

utama  untuk membuat aturan ketat mengenai pembuangan limbah ke Kawasan 

Industri agar tidak sembarangan membuang limbah nya ke drainase ataupun ke 

selokan. Aturan yang sudah disahkan ini memiliki perubahan mulai dari perubahan 

yang sudah membaik atau memburuk. Hal ini di dapat dari hasil wawancara dengan 

masyarakat sekitar, Bapak Jose Rizal yang mengatakan: 

“Tujuan utama ini untuk menjaga kebersihan lingkungan dari bahan-

bahan yang berbahaya, mencegah pencemaran lingkungan, melindungi   

kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan 

mendorong tanggung jawab industri. Untuk di lingkungan ini polusi atau 

pencemaran lebih membaik ketimbang 5 atau 10 tahun yang lalu, limbah 

jadi berkurang karena beberapa perusahaan yang skala besar sudah 

tutup”.   

 

Dari hasil keseluruhan dapat di simpulkan bahwa standar implementasi dan 

sasaran kebijakan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 telah memiliki 

tujuan yang jelas, yaitu mengatur pengelolaan limbah, mencegah pencemaran 

lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha, serta 

memperkuat kepatuhan terhadap aturan pembuangan limbah. Peraturan ini juga 

telah mejadi dasar hukum yang kuat bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam 

pengendalian pencemaran, termasuk melalui koordinasi dengan pihak kawasan 

industri medan dan pemanfaatan fasilitas IPAL Komunal terpadu. Namun, dalam 

pelaksanaannya, sasaran kebijakan belum tercapai secara optimal karena belum 

adanya sosialisasi langsung secara khusus mengenai perda tersebut kepada 

masyarakat dan pelaku usaha. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap 

kebijakan masih terbatas dan lebih banyak diperoleh melalui informasi umum 

bukan melalui penyampaian resmi dari pemerintah.  
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4.1.2    Sumber Daya  

        Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan 

suatu implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud terdiri dari sumber 

daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan 

kebijakan. Namun dalam implementasinya, terdapat kendala berupa keterbatasan 

anggaran sosialisasi serta prioritas pelaksanaan yang lebih difokuskan pada regulasi 

turunan seperti peraturan wali kota dan peraturan pemerintah.  

        Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan, dipeoleh infromasi bahwa dari segi sumber daya 

manusia, DLH memiliki personel pengawas lingkungan yang bertugas melakukan 

pemantauan terhadap kegiatan pembuangan limbah di wilayah Kota Medan. 

Namun, jumlah personel tersebut belum sepenuhnya mencukupi untuk melakukan 

pengawasan secara menyeluruh, khususnya di Kawasan Industri yang memiliki 

tingkat potensi pencemaran lebih tinggi.  

Ibu Uli Sirait menyatakan bahwa: 

“ DLH memiliki petugas pengawas lingkungan, tetapi untuk jumlah 

personel masih kurang dan terbatas dibandingkan dengan luas wilayah 

pengawasan di Kota Medan, terutama di kawasan industri medan ini 

sendiri. Untuk Kawasan Industri Medan ini kita selalu berkoordinasi, jika 

ada pelaporan aduan masyarakat terkait pencemaran, DLH selalu 

dilibatkan dan apapun peraturan terkait lingkungan hidup, biasanya 

PT.KIM selalu berkoordinasi dengan DLH”.   

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel 

menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan secara maksimal. 

Terkait dengan mekanisme DLH dalam mengetahui adanya pencemaran limbah, 

diketahui bahwa informasi mengenai pencemaran umumnya diperoleh dari laporan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan 
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DLH masih bersifat reaktif, yaitu menindaklanjuti laporan setelah terjadi 

pencemaran.  

Selanjutnya, Ibu Uli Sirait menyatakan: 

“ DLH biasanya mengetahui adanya pencemaran melalui laporan dari 

masyarakat, ada juga yang melalui media sosial, surat, dari laporan-

laporan semuanya sudah terkoneksi ke kami dan kemudian petugas akan 

turun untuk melakukan pengecekan di lapangan terkait pencemaran ini ”.   

 

Selain itu, dari aspek fasilitas dan teknologi pendukung, DLH telah memiliki 

peralatan untuk mendeteksi pencemaran air, seperti alat pengambilan sampel air 

dan laboratorium pengujian kualitas air. Namun penggunaan fasilitas tersebut 

belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan sumber daya manusia dan 

anggaran operasional.  

       Hal ini disampaikan oleh Ibu Uli Sirait, selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup, 

yang menyatakan: 

“ Mengenai fasilitas, untuk mendeteksi pencemaran harus dilakukan 

yang namanya uji, harus ada bukti dukungannya, hasil uji dari 

laboratorium yang bersertifikasi, yang terakreditasi, yang sudah 

terintegritasikan di kementerian lingkungan hidup harus mengambil 

sampel, untuk mengetahui memenuhi baku mutu air limbah yang sesuai 

dengan peraturan menteri. Namun, untuk kegiatan sosialisasi perda 

belum menjadi prioritas karena keterbatasan anggaran. DLH lebih 

melakukan pemantauan dilapangan ”.   

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala utama bukan pada 

ketersediaan sumber daya, melainkan pada pemanfaatannya yang lebih difokuskan 

pada kegiatan pengawasan teknis. Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021, sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan dalam melakukan pengawasan, penanganan 

laporan masyarakat, serta tindakan terhadap pencemaran limbah.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan masyarakat, yaitu 

Bapak Jose Rizal, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kebijakan dari aspek 

sumber daya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari jawaban informan 

terhadap pertanyaan mengenai tanggapan petugas pemerintah ketika masyarakat 

melporkan adanya limbah yang mencemari lingkungan. Bapak Jose Rizal 

menyatakan bahwa respons petugas pemerintah cenderung lambat dan tidak 

langsung ditindaklanjuti. Hasil wawancara dari masyarakat yaitu, Bapak Jose Rizal 

juga menyampaikan:  

“ Respons petugas pemerintah kadang lambat, langsung turun ke 

lapangan, padahal masyarakat sudah melapor adanya limbah yang 

menyengat atau air selokan yang berwarna hitam. Dan pemerintah ini 

reaksi nya seperti biasa saja ”.   

        

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat sumber daya 

aparatur yang bertugas menangani pengelolaan limbah, namun kinerja dalam 

merespons laporan masyarakat belum optimal disebabkan oleh respon dari petugas 

pemerintah terkadang lambat. Merespon laporan masyarakat lambat dikarena kan 

jumlah petugas pengawas lingkungan di DLH sering kali terbatas dibandingkan 

dengan banyaknya laporan masyarakat yang masuk, setiap laporan masyarakat 

biasanya harus melalui proses administrasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum 

petugas turun ke lapangan. DLH perlu memastikan kebenaran laporan tersebut agar 

tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menimbulkan kesalahan 

dalam penanganan. Selanjutnya, terkait dengan pengawasan rutin terhdap kondisi 

lingkungan, Bapak Jose Rizal juga menjelaskan bahwa petugas dari Dinas 

Lingkungan Hidup tidak melakukan pengawasan secara berkala, melainkan hanya 

daring ketika terdapat laporan atau kejadian tertentu.  

Bapak Jose Rizal Menyampaikan: 
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“ Petugas biasanya  ataupun pemerintah biasanya datang kalau ada 

laporan saja, bukan melakukan pengecekan secara rutin. Untuk 

pengecekan langsung mengambil sampel air di selokan sekitar rumah 

warga belum pernah melihat petugas dari DLH untuk melakukan 

pengecekan di selokan sekitar rumah warga ”.   

      

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam bentuk 

kegiatan pengawasan belum berjalan secara maksimal karena masih bersifat reaktif. 

Selain itu, berdasarkan jawaban informan mengenai frekuensi pengecekan langsung 

oleh petugas, diketahui bahwa kegiatan pengambilan sampel air atau pemeriksaan 

kondisi di lingkungan masyarakat sangat jarang dilakukan.  

        Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan beberapa informan diatas yang 

memberikan jawaban sangat beragam. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi 

kebijakan dari aspek sumber daya dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 10 

tahun 2021 di Kota Medan masih belum berjalan secara optimal dan merata. 

Perbedaan jawaban antara pihak DLH dan masyarakat menggambarkan adanya 

perbedaan persepsi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanganan pencemaran 

limbah di lapangan.  

        Dari sisi pemerintah, DLH menilai bahwa sumber daya yang dimiliki telah 

dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan yang ada, meskipun masih menghadapi 

keterbatasan jumlah personel, anggaran, serta prioritas pelaksanaan program. 

Sementara itu, dari perspektif masyarakat, pelaksanaan pengawasan lingkungan 

masih dianggap belum maksimal karena respon petugas yang dinilai lambat serta 

kurangnya kegiatan pemantauan secara rutin dilingkungan masyarakat. Perbedaan 

pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya 

mampu memenuhi harapan masyarakat dalam hal pengawasan dan penanganan 

pencemaran limbah. Dalam kondisi ini juga mengindikasikan bahwa keterbatasan 
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sumber daya yang dimiliki oleh DLH berdampak pada efektivitas pelaksanaan 

pengawasan di lapangan. 

         Sementara itu, dari perspektif masyarakat, pelaksanaan sumber daya dinilai 

belum efektif, terlihat dari respons petugas yang dianggap lambat serta minimnya 

pengawasan rutin. Petugas atau pemerintah umumnya baru turun ke lapangan ketika 

adanya laporan yang masuk, bukan melalui pemantauan berkala. Dengan demikian, 

kendala utama dalam aspek sumber daya bukan terletak pada ketersediannya, 

melainkan pada keterbatasan jumlah personel, anggaran, serta pemanfaatan sumber 

daya yang masih bersifat responsif ketika adanya pengaduan oleh masyarakat, 

sehingga implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal. 

         Berdasarkan dari hasil keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari segi sumber 

daya manusia, DLH telah memiliki petugas pengawas lingkungan, namun jumlahnya 

masih terbatas sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah pengawasan, 

khususnya kawasan industri yang memiliki potensi pencemaran tinggi. Kondisi ini 

menyebabkan kegiatan pengawasan lebih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah 

adanya laporan dari masyarakat. Dari segi sarana dan prasarana, DLH sebenarnya 

telah memiliki fasilitas pendukung seperti alat pengambilan sampel dan laboratorium 

pengujian kualitas air yang terakreditas. Namun, pemanfaatannya belum maksimal 

karena keterbatasan tenaga dan anggaran operasional. Selain itu, keterbatasan 

anggaran juga menyebabkan perda ini belum menjadi prioritas, sehingga fokus DLH 

diarahkan pada kegiatan pemantauan teknis di lapangan.   

4.1.3   Karakteristik Agen Pelaksana 

        Karakteristik agen pelaksana dalam teori Van Metter dan Van Horn berkaitan 

dengan struktur organisasi, kompetensi aparat pelaksana, keberadaan prosedur kerja, 
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serta mekanisme birokrasi dalam melaksanakan kebijakan. Dalam implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, karakteristik agen pelaksana ini merujuk 

pada kesiapan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menjalankan 

pengawasan terhadap pembuangan limbah cair, khususnya di Kawasan Industri 

Medan ini.  

      Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff dari 

Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian, diperoleh informasi bahwa Dinas 

Lingkungan Hidup memiliki unit pengawas lingkungan yang bertugas melakukan 

pemantauan terhadap kegiatan pembuangan limbah industri. Unit tersebut terdiri dari 

petugas pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, 

pengambilan sampel, serta tindak lanjut terhadap laporan pencemaran.  

Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa: 

“ DLH memiliki tim pengawas lingkungan yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan limbah, termasuk limbah cair 

industri”. 

   

 Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktur organisasi, DLH 

telah memiliki apparat pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi 

kebijakan.  Selanjutnya, jika terkait dengan prosedur kerja, diketahui bahwa DLH 

telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah digunakan sebagai 

pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pengawasan lingkungan. SOP tersebut 

untuk mengatur tahapan pengawasan mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan 

lapangan, pengambilan sampel, sampai penanganan pelanggaran. Ibu Uli Sirait 

menjelaskan juga bahwa: 

“ DLH memiliki SOP yang menjadi struktur bagi pengawas dalam 

melakukan pemeriksaan dan penanganan pencemaran limbah. DLH juga 

sudah mengikuti SOP nya, mulai dari adanya standar pelayanan berita 

acara kesepakatan formular kerangka acuan andal, standar pelayanan 
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rekomendasi hasil uji kelayakan andal, ada juga standar pelayanan 

persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup, standar pelayanan 

persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, 

standar pelayanan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, 

standar pelayanan kelayakan operasional pemenuhan baku mutu air 

limbah, dan juga ada standar pelayanan persetujuan teknis untuk kegiatan 

pengumpulan limbah B3 skala kota ”.   

 

       Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa dari segi prosedural DLH sudah 

mengikuti dan sudah menjalankannya agar pelaksanaan pengawasan memiliki 

struktur ataupun pedoman yang sudah jelas. Namun demikian, dalam 

pelaksanaannya, tidak semua kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara cepat 

karena adanya mekanisme yang jelas dan mekanisme birokrasi yang harus dilalui 

sebelum petugas dapat turun ke lapangan. Proses administrasi tersebut meliputi 

pencatatan laporan, koordinasi internal, serta penugasan resmi kepada petugas 

pengawas. Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa: 

“ Untuk kendala birokrasi yang sering mengahambat respons dinas saat 

menerima pengaduan masyarakat mengenai limbah di selokan, dinas 

selalu respons tetapi harus membutuhkan proses administrasi terlebih 

dahulu, sehingga tidak bisa langsung dilakukan secara cepat ataupun 

instan”. 

 

        Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor birokrasi dapat mempengaruhi kecepatan 

respons dalam penanganan pencemaran limbah. Selain itu juga, keterbatasan jumlah personel 

juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja agen pelaksana. Dengan jumlah pengawas 

yang terbatas, kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara rutin di seluruh wilayah, 

melainkan lebih difokuskan pada lokasi yang memiliki potensi pencemaran tinggi atau 

berdasarkan laporan masyarakat.  

        Diketahui bahwa karakteristik pelaksana kebijakan dinilai belum sepenuhnya 

menunjukkan sikap tegas dan responsive dalam menangani pencemaran lingkungan. Terkait 

dengan ketegasan DLH dalam menindak pelanggaran, Bapak Jose Rizal menyampaikan 
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bahwa tindakan petugas biasanya baru dilakukan setelah terjadi protes atau keluhan dari 

masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa: 

“ Tindakannya ada, tetapi biasanya ketika sudah terjadi reaksi dari 

masyarakat. Kalau warga sudah marah-marah barulah petugas turun 

untuk pengecekan. Kalau tidak ada pencemaran atau tidak ada laporan, 

mereka tidak turun”. 

 

       Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik pelaksana cenderung 

bersifat reaktif, bukan preventif. Yang artinya, pengawasan belum dilakukan secara 

rutin, melainkan lebih bergantung pada adanya laporan atau tekanan dari masyarakat 

sekitar kawasan industri medan. Hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah personel 

pengawas yang dimiliki oleh DLH sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan 

pemantauan secara berkala di seluruh wilayah yang memiliki potensi pencemaran. 

Selanjunya, terkait prosedur pelaporan, Bapak Jose Rizal menyatakan bahwa 

mekanisme pengaduan pencemaran harus melalui pihak kelurahan terlebih dahulu 

sebelum sampai ke DLH. Beliau juga menjelaskan: 

“ Biasanya melapor terlebih dahulu ke kelurahan, kalau dari kelurahan 

tidak ada reaksi baru diteruskan. Jadi pelaporan tidak langsung ke DLH. 

Tetapi, jika ada pencemaran dan harus ke DLH langsung tidak masalah 

karena DLH nya juga sudah ada kontak untuk bisa dihubungi terkait 

pencemaran ”. 

 

       Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik birokrasi pelaksana masih bersifat 

berjenjang dan kurang langsung, sehingga proses penanganan menjadi lebih lambat. 

Mekanisme tersebut membuat masyarakat merasa bahwa prosedur pelaporan belum 

sepenuhnya mudah dan cepat. Kemudian, tentang komitmen dan profesionalitas 

petugas DLH, Bapak Jose Rizal menyampaikan bahwa petugas memang dating ke 

lokasi ketika terjadi masalah, namun kehadirannya lebih sering setelah konflik atau 

keluhan masyarakat muncul. Dari pernyataan ini sudah menunjukkan bahwa dari 
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sisi komitmen, pelaksana memang menjalankan tugasnya, tetapi belum 

menunjukkan upaya pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan.  

         Hasil keseluruhan penelitian, bahwa karakteristik agen pelaksana dalam 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 secara umum telah 

terbentuk secara struktural dan prosedural, namun belum sepenuhnya optimal 

dalam aspek responsivitas dan konsistensi pengawasan di lapangan. Dari struktur 

organisasi, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki unit pengawasan lingkungan 

yang secara khusus bertugas melakukan pemantauan terhadap pengelolaan limbah 

industri, termasuk limbah cair. Keberadaan tim pengawas tersebut menunjukkan 

bahwa secara kelembagaan, DLH telah memiliki apparat pelaksana yang kompeten 

dan memiliki pembagian tugas yang jelas dalam menjalankan fungsi dari 

pengawasan. Hal ini juga sudah mencerminkan bahwa dari aspek kesiapan 

organisasi, implementasi kebijakan telah didukung oleh struktur pelaksana yang 

memadai. 

         Selanjutnya, dari aspek prosedur kerja, DLH juga telah memiliki Standar 

Operasional (SOP) yang menjadi pedoman ataupun struktur dalam pelaksanaan 

pengawasan lingkungan. SOP tersebut mengatur secara sistematis tahapan 

penanganan pencemaran mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan lapangan, 

pengambilan sampel, sampai penanganan pelanggaran. Keberadaan SOP ini telah 

menunjukkan bahwa secara administratif dan procedural, pelaksanaan kebijakan 

telah memiliki dasar kerja yang sudah jelas dan memiliki terstandarisasi sehingga 

dapat mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan.  

        Namun demikian, dalam pelaksanannya masih terdapat kendala yang 

berkaitan dengan mekanisme birokrasi. Proses administrasi yang harus dilalui 
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sebelum petugas dapat turun ke lapangan, seperti pencatatan laporan, koordinasi 

internal, serta penugasan resmi, menyebabkan respons penanganan pencemaran 

tidak dapat dilakukan secara cepat dan instan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa 

meskipun sistem kerja telah tersusun dengan baik, faktor birokrasi masih menjadi 

salah satu hambatan dalam meningkatkan efektivitas respons pelaksana kebijakan.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa dari aspek responsivitas dan kedekatan pelayanan, 

karakteristik pelaksana masih perlu ditingkatkan.  

       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana 

dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 di Kota Medan telah 

didukung oleh struktur organisasi yang jelas serta prosedur kerja yang 

terstandarisasi. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh kendala 

birokrasi, keterbatasan jumlah personel, serta pola pengawasan yang cenderung 

lebih reaktif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, penyederhanaan mekanisme birokrasi, serta penguatan pengawasan yang 

bersifat preventif agar implementasi kebijakan pengelolaan limbah dapat berjalan 

lebih optimal dan responsive terhadap permasalahan lingkungan. 

4.1.4  Hubungan Antar Organisasi 

        Indikator ini sangat berkaitan dengan koordinasi, komunikasi, kerja sama antar 

lembaga, serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. 

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, hubungan 

antar organisasi merujuk pada koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

Kota Medan dengan pihak PT.Kawasan Industri Medan, pemerintah setempat, serta 

masyarakat dalam pengawasan pembuangan limbah cair industri.  



41 
 

 
 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff DLH Bidang 

Pengendali, diketahui bahwa DLH memiliki koordinasi dengan berbagai pihak, 

khususnya PT.Kawasan Industri Medan sebagai pengelola kawasan indsutri. 

Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi, pemantauan 

bersama, serta tindak lanjut ditemukan dugaan pencemaran. DLH juga 

berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam menerima 

laporan masyarakat terkait pencemaran limbah. 

Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa: 

“ DLH melakukan koordinasi dengan pihak KIM dan pemerintah 

setempat, terutama jika ada laporan masyarakat atau temuan pencemaran. 

Biasanya informasi disampaikan terlebih dahulu, kemudian dilakukan 

pengecekan bersama di lapangan. Koordinasi antara DLH dengan pihak 

KIM dalam rapat-rapat tertentu terkait tentang air limbah, pelaku usaha 

yang terlibat di PT.KIM itu harus menyambungkan air limbah nya ke 

PT.KIM dan harus membayar retribusi, berapa jumlah debit air 

limbahnya dan PT.KIM selalu melaporkan laporan semesternya. PT.KIM 

melakukan laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 

mereka melporkan 1 x 6 bulan ”. 

 

       Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara struktural hubungan 

organisasi sudah terjalin melalui mekanisme koordinasi formal. DLH tidak 

bekerja sendiri, melainkan melibatkan pihak pengelola kawasan indsutri serta 

pemerintah setempat dalam proses pengawasan lingkungan. Hal ini menunjukkan 

adanya pola kerja sama yang mendukung implementasi kebijakan. Selanjutnya, 

terkait dengan keterbukaan informasi dari pihak perusahaan, diketahui bahwa 

PT.KIM pada dasarnya memberikan akses kepada DLH untuk melakukan 

pemeriksaan, terutama dalam hal sistem pengelolaan limbah dan drainase internal 

perusahaan. Namun, akses tersebut biasanya dilakukan ketika ada jadwal 

pemeriksaan atau laporan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar 

organisasi bersifat formal dan prosedural. Ibu Uli Sirait juga menambahkan bahwa 



42 
 

 
 

adanya mekanisme pelaporan jika ditemukan limbah dari selokan industri masuk 

ke sungai deli. Beliau mengatakan: 

“ Air limbah dari industri ini yang sudah dikelola seharusnya yang boleh 

dibuang ke sungai, ke drainase dan memenuhi baku mutu air limbah. 

Pelaku usaha juga melakukan laporan semester, mereka menyampaikan 

pengujian mereka sesuai pantau 1x dalam sebulan. Air limbah yang 

mereka buang, sebulan mereka harus pantau, sanksi itu yang tidak 

memenuhi baku mutu air limbah. Hasil dari laporan mereka kami periksa 

terlebih dahulu. Sanksi yang beberpa kali tidak memenuhi baku mutu dan 

sanksi itu biasanya dilaporkan ke bagian pengawasan. Sanksi yang harus 

diterima, mulai dari sanksi administrasi misalnya teguran tertulis, 

kemudian ada pemaksaan pemerintah dan itu juga ada lagi tahapannya ”. 

 

       Di sisi lain, berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar, 

yaitu Bapak Jose Rizal, diperoleh gambaran bahwa hubungan antar organisasi 

belum sepenuhnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Beliau 

menyampaikan bahwa koordinasi antara pengurus lingkungan, pemerintah, dan 

pihak perusahaan memang ada, akan tetapi biasanya terjadi setelah muncul 

permasalahan. Beliau menjelaskan bahwa: 

“ Biasanya kalau ada masalah limbah, pengurus lingkungan seperti 

kepala lingkungan atau kelurahan yang berkoordinasi dengan pihak 

perusahaan. Mereka sering dating kalau sudah ada keluhan dari 

masyarakat ”. 

 

        Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari perspektif masyarakat, hubungan 

antar organisasi masih bersifat reaktif, yaitu terjadi setelah muncul konflik atau 

pengaduan warga. Masyarakat tidak selalu mengetahui secara langsung bentuk 

koordinasi yang dilakukan, karena komunikasi lebih banyak dilakukan antar 

instansi pemerintahan dan pihak perusahaan. Selain itu juga, terkait hal 

mekanisme tentang pelaporan, Bapak Jose Rizal juga menyampaikan bahwa 

proses pengaduan pencemaran limbah tidak dilakukan langsung kepada DLH, 

melainkan melalui pemerintah setempat terlebih dahulu, seperti kelurahan atau 
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kepala lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi dalam 

implementasi kebijakan masih bersifat berjenjang dan birokratis. Mekanisme ini 

memang mencerminkan adanya struktur koordinasi formal, namun di sisi lain juga 

menyebabkan proses penanganan pencemaran menjadi lebih lambat karena harus 

melalui beberapa tahapam administrasi.  

       Lebih lanjut, terkait tindak lanjut pengaduan masyarakat, Bapak Jose Rizal 

menyatakan bahwa tindakan dari pemerintah atau pihak perusahaan biasanya 

dilakukan setelah laporan masyarakat diteruskan secara resmi. 

Beliau menyebutkan bahwa:  

“ Kalau sudah dilaporkan dan ada tekanan dari warga ataupun 

masyarakat, biasanya ditindaklanjuti. Petugas dating dan melakukan 

pengecekan langsung ”. 

       Dari pernyataan ini sudah menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi 

tetap berjalan, akan tetapi belum sepenuhnya bersifat proaktif dalam mencegah 

pencemaran. Koordinasi cenderung dilakukan setelah adanya laporan atau 

konflik, bukan melalui pengawasan rutin yang melibatkan berbagai pihak secara 

terintegrasi. Secara keseluruhan, hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah cair 

di Kota Medan sudah terbentuk melalui mekanisme koordinasi formal antara 

DLH, PT.KIM, pemerintah setempat dan masyarakat sekitar KIM. Namun, 

hubungan tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu koordinasi yang cenderung 

bersifat reaktif, komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat, 

serta mekanisme pelaporan yang berjenjang sehingga memperlambat respons 

penanganan pencemaran limbah cair industri ini.  

4.1.5    Sikap Kecenderungan 
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        Sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan 

karena meskipun struktur dan sumber daya telah tersedia, tanpa adanya komitmen 

dan keseriusan dari pelaksana maka kebijakan tidak akan berjalan secara efektif. 

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan, sikap 

kecenderungan pelaksana dapat dilihat dari pandangan Dinas Lingkungan Hidup 

terhadap kebijakan tersebut serta persepsi masyarakat terhadap keseriusan 

pemerintah dalam menangani pencemaran limbah. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Ibu Uli Sirait selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup di Bidang 

Pengendalian, diperoleh informasi bahwa pihak DLH memiliki pandangan yang 

positif terhadap keberadaan Peraturan Daerah tersebut. Menurut beliau, aturan 

tersebut merupakan dasar hukum yang penting dalam upaya pengendalian 

pencemaran lingkungan, khususnya dalam mengatur pembuangan limbah cair 

industri agar tidak mencemari lingkungan dan saluran air masyarakat.  

Ibu Uli Sirait menjelaskan bahwa: 

“ Peraturan ini sangat penting sebagai dasar bagi dinas untuk melakukan 

pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang membuang 

limbah cair yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pembuangan limbah cair 

ke selokan harus yang sudah dikelola bukan lagi yang belum terkelola, 

karena itu akan merusak yang ujungnya akan ke sungai, misalnya sumber 

daya air yang ada disungai, dan daya tamping sungai jadi berkurang ”. 

 

        Peranyataan tersebut menunjukkan bahwa secara sikap dan komitmen, 

pelaksana kebijakan memiliki kecenderungan mendukung penuh implementasi 

kebijakan karena dianggap sebagai instrument penting dalam pengendalian 

pencemaran. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan industri terhadap peraturan tersebut. Ibu Uli Sirait 

menjelaskan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum sepenuhnya 
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memahami dan mematuhi aturan karena adanya keterbatasan pemahaman dan 

masih ada kurangnya kesadaran lingkungan dari pihak perusahannya sendiri.  

Beliau menyatakan bahwa: 

“ Karena kami belum pernah mensosialisasikan perda ini secara spesifik 

dan tidak semua pelaku usaha mempunyai dokumen dinas lingkungan 

hidup. Masih ada juga perusahaan yang belum sepenuhnya memahami 

aturan atau belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pengelolaan 

limbah cair ini, sehingga perlu dilakukan pembinaan dan pengwasan 

secara berkelanjutan ”. 

 

        Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana tidak hanya berorientasi pada 

penindakan, tetapi juga pada pendekatan pembinaan agar perusahaan dapat 

meningkatkan kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya, terkait dengan penanganan 

laporan pencemaran yang muncul di media maupun masyarakat, Ibu Uli Sirait 

menjelaskan bahwa dinas selalu menindaklanjuti setiap laporan yang masuk 

dengan melakukan pengecekan lapangan dan pengambilan sampel untuk 

memastikan adanya pelanggaran.  

Beliau menyatakan bahwa: 

“ Jika ada laporan mengenai limbah yang mencemari, dinas akan 

melakukan verifikasi lapangan dan pemeriksaan sampel sebelum 

menentukan langkah penanganannya ”. 

 

       Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara sikap kelembagaan, DLH 

memiliki komitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan pencemaran meskipun 

prosesnya memerlukan tahapan administratif. Di sisi lain, berdasarkan hasil 

wawancara dengan key informan masyarakat yaitu Bapak Jose Rizal, diperoleh 

gambaran bahwa masyrakat menilai sikap pemerintah dalam menangani 

pencemaran limbah masih belum sepenuhnya optimal. Menurut beliau, 



46 
 

 
 

pemerintah memang menunjukkan perhatian terhadap masalah limbah, namun 

respons yang diberikan sering kali tidak konsisten.  

Bapak Jose Rizal menyampaikan bahwa: 

“ Menurut saya pemerintah ada memperlihatkan masalah limbah, tetapi 

tidak terlalu serius. Limbah cair industri itu memang terkadang sudah 

tidak terlihat lagi, tetapi untuk bau nya itu masih sangat menyengat dan 

sangat mengganggu aktivitas ”. 

 

        Selain itu, Bapak Jose Rizal juga menilai bahwa langkah yang diambil oleh 

pemerintah sering kali dilakukan setelah muncul keluhan dari masyarakat atau 

adanya keluhan dari masyarakat atau adanya pemberitaan di media.  

Beliau menjelaskan bahwa: 

“ Pemerintah biasanya datang setelah ada laporan atau masalah besar. 

Jika tidak ada laporan, mereka jarang turun ataupun jarang melakukan 

pengecekan ”. 

 

       Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif masyarakat, sikap pelaksana 

masih belum mencerminkan pengawasan yang konsisten dan proaktif. Lebih 

lanjut, terkait dengan persepsi masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam 

melindungi kesehatan lingkungan, Bapak Jose Rizal menyampaikan bahwa 

masyarkat masih merasa belum sepenuhnya terlindungi dari dampak limbah, 

terutama karena kondisi saluran air yang masih sering menimbulkan bau dan 

potensi banjir. Dari pernyataan tersebut sudah menunjukkan bahwa dari sisi 

masyarakat, sikap pelaksana masih perlu ditingkatkan terutama dalam hal 

konsistensi pengawasan serta penanganan dampak lingkungan secara 

menyeluruh.  

         Berdasarkan dari hasil keseluruhan wawancara dapat disimpulkan bahwa 

secara kelembagaan, pelaksanaan kebijakan memiliki sikap yang mendukung dan 

berkomitmen terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021. 
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Hal ini terlihat dari pandangan DLH yang menganggap peraturan tersebut sebagai 

dasar hukum penting dalam pengendalian pencemaran serta kesediaan dinas 

dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Namun demikian, dari perspektif 

masyarakat, sikap pelaksana masih dinilai belum sepenuhnya optimal karena 

respons pemerintah bersifat responsif setelah adanya laporan masyarakat belum 

konsisten, dan belum mampu memberikan perlindungan lingkungan secara 

menyeluruh. Dengan demikian, indikator sikap kecenderungan menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan telah didukung oleh komitmen pelaksana secara 

normative, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam konsistensi, keseriusan, 

serta pendekatan proaktif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih aktif.  

4.1.6    Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik 

        Dalam teori Van Metter dan Van Horn, lingkungan ekonomi, sosial, dan 

politik merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Lingkungan ini mencakup kondisi masyarakat sekitar, 

dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, tingkat kepedulian 

masyarakat terhadap lingkungan, serta dukungan atau tekanan dari pihak eksternal 

terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2021, faktor lingkungan ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat di 

sekitar kawasan industri medan serta hubungan antara masyarakat dengan 

pemerintah dalam menangani pencemaran limbah cair. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Bapak Jose Rizal selaku masyarakat yang tinggal di kawasan 

industri medan, diketahui bahwa kondisi air di selokan saat ini tidak selalu 

menunjukkan pencemaran yang terlihat secara langsung, seperti minyak hitam 

atau warna mencolok. 
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Beliau menyampaikan bahwa: 

“ Untuk sekarang ini sebenarnya tidak ada terlihat minyak hitam seperti 

yang sempat diberitakan di media beberapa waktu lalu. Air di selokan 

memang masih mengalir seperti biasa dan secara kasat mata tidak terlihat 

adanya lapisan minyak yang mengapung di permukaan. Namun, 

walaupun tidak terlihat minyak hitam, kadang-kadang masih juga 

tercium bau yang cukup menyengat, terutama pada waktu tertentu. Kami 

juga tidak bisa memastikan apakah bau tersebut berasal dari limbah 

industri atau dari faktor lain, tetapi warga sekitar sini umumnya 

beranggapan bahwa bau itu berkaitan dengan aktivitas pabrik yang 

berada di kawasan industri ”. 

       Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara visual pencemaran tidak selalu 

tampak, namun bukan berarti kondisi lingkungan sudah sepenuhnya baik. Bapak 

Jose Rizal menjelaskan bahwa meskipun tidak terlihat secara kasat mata, bau tidak 

sedap dari selokan masih sering dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan 

bahwa dampak pencemaran tetap ada dan mempengaruhi kenyamanan lingkungan 

sosial masyarakat.  

        Dari sisi ekonomi, Bapak Jose Rizal menjelaskan bahwa pencemaran tidak 

terlalu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga. Beliau menyatakan 

bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat masih berjalan normal. Namun demikian, 

dampak tidak langsung tetap dirasakan, terutama terkait kondisi lingkungan yang 

kurang nyaman dan potensi gangguan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun dampak ekonomi tidak terlalu besar, dampak sosial dan lingkungan tetap 

dirasakan oleh masyarakat.  

        Selain itu, Bapak Jose Rizal juga menjelaskan bahwa masyarakat merasa suara 

atau keluhan mereka belum sepenuhnya mendapatkan respons dari pemerintah 

maupun pengelola kawasan industri.  

Beliau menyampaikan bahwa: 
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“ Keluhan dari masyarakat sebenarnya memang didengar oleh pihak 

terkait, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak perusahaan. Beberapa 

kali warga sudah menyampaikan laporan ketika terjadi bau menyengat 

atau dugaan pencemaran air di selokan. Petugas juga pernah dating untuk 

melihat kondisi di lapangan setelah adanya laporan tersebut. Namun, 

meskipun keluhan itu sudah disampaikan dan direspons, sampai saat ini 

masyarakat merasa belum ada perubahan terhadap kondisi lingkungan. 

Bau tidak sedap masih sering muncul, dan warga merasa khawatir 

terhadap dampak jangka panjangnya. Jadi bisa dikatakan bahwa tindak 

lanjuy memang ada, tetapi hasilnya belum benar-benar dirasakan secara 

nyata oleh masyarakat sekitar ”. 

 

        Pernyataan ini menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan politik dan sosial, 

hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak industri masih 

belum optimal. Meskipun keluhan masyarakat telah disampaikan dan mendapatkan 

tanggapan dari pihak terkait, upaya penanganan yang dilakukan dinilai belum 

memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap kondisi lingkungan. 

Masyarakat masih merasakan adanya gangguan seperti bau tidaj sedap serta 

kekhawatiran terhadap kemungkinan dampak lingkungan di masa mendatang. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan 

pihak industri lebih banyak berupa respons terhadap laporan yang masuk, sehingga 

masyarakat menilai bahwa solusi yang diberikan belum sepenuhnya mampu 

mengatasi permaslahan secara berkelanjutan.  

       Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli Sirait selaku pihak Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Medan, kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik 

menjadi salah satu faktor turut memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan 

limbah di kawasan industri. Dari sisi sosial, beliau menjelaskan bahwa:  

“ Peran masyarakat cukup penting dalam mendukung pengawasan 

lingkungan, terutama melalui laporan yang disampaikan kepada DLH 

apabila terdapat indikasi pencemaran seperti bau tidak sedap atau 

perubahan warna air di selokan. Menurutnya, laporan masyarakat 

menjadi sumber informasi awal bagi DLH untuk melakukan pengecekan 
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di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial terdapat hubungan 

yang cukup baik antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga 

kualitas lingkungan ”. 

 

       Namun demikian, dari sisi persepsi masyarakat, masih terdapat ketidakpuasan 

karena hasil penenganan pencemaran belum sepenuhnya dirasakan secara 

signifikan.  

Ibu Uli Sirait menyatakan bahwa: 

“ DLH telah melakukan berbagai upaya seperti monitoring, pemeriksaan 

sampel air, serta pembinaan kepada perusahaan. Akan tetapi, proses 

penanganan pencemaran membutuhkan waktu karena harus melalui 

tahapan administrasi, verifikasi, serta koordinasi lintas instansi. Kondisi 

ini membuat masyarakat menilai perubahan yang terjadi masih lambat ”. 

 

      Pernyataan Ibu Uli Sirait menunjukkan bahwa dari sisi lingkungan sosial, masih 

terdapat kesenjangan persepsi antara pemerintah sebagai pihak yang terdampak 

langsung. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya teknis seperti 

monitoring rutin, pemeriksaan sampel air, serta pembinaan terhadap perusahaan. 

Namun, masyarakat menilai bahwa perubahan yang terjadi belum signifikan karena 

dampak pencemaran masih dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

menggambarkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang sensitif terhadap kualitas 

lingkungan sangat mempengaruhi penilaian terhadap keberhasilan implementasi 

kebijakan. 

         Dari aspek lingkungan politik dan kelembagaan, pernyataan tersebut juga 

menunjukkan bahwa proses penanganan pencemaran tidak hanya bergantung pada 

DLH saja, tetapi melibatkan koordinasi lintas instansi serta prosedur administratif 

yang cukup Panjang. Adanya tahapan verifikasi, pemeriksaan, serta koordinasi 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada dalam sistem birokrasi yang 

kompleks. Kondisi ini sering kali menyebabkan proses penanganan berjalan lambat, 
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sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah kurang responsif, 

padahal secara administratif prosedur tersebut memang harus dilalui. 

         Sementara itu, dari sisi lingkungan ekonomi, lambatnya penanganan juga 

berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak, khususnya industri sebagai pelaku 

kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak dapat langsung memberikan tindakan tanpa 

melalui proses pembinaan dan verifikasi, karena perusahaan memiliki peran 

penting dalam aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi turut 

mempengaruhi pola penanganan pencemaran, sehingga tindakan pemerintah 

cenderung dilakukan secara bertahap dan administratif.  

      Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa kondisi 

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi implementasi 

kebijakan pengendalian pencemaran. Ketidakpuasaan masyarakat bukan semata 

karena tidak adanya upaya pemerintah, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan 

persepsi terhadap kecepatan hasil, kompleksitas birokrasi, serta adanya kepentingan 

ekonomi yang harus dipertimbangkan dalam proses penanganan.  

4.2   Pembahasan 

        Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan 

yang sudah dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Metter dan 

Van Horn, bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek 

internal pelaksanaan kebijakan maupun faktor eksternal lingkungan. 

 

Pertama, dari aspek standar dan sasaran kebijakan, dalam Peraturan Daerah 
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Nomor 10 Tahun 2021 telah memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengatur 

pengelolaan limbah cair, mencegah pencemaran lingkungan, meningkatkan 

kepatuhan pelaku usaha, serta melindungi kesehatan masyarakat. Peraturan ini juga 

telah menjadi dasar hukum bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri. Namun dalam 

pelaksanaannya, sasaran kebijakan belum tercapai secara optimal karena belum 

adanya sosialisasi khusus mengenai perda tersebut kepada masyarakat dan pelaku 

usaha. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup lebih berfokus 

pada tugas dan fungsi lingkungan yang memiliki peraturan teknis seperti Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 

5 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022, sehingga 

pemahaman masyarakat terhadap perda masih terbatas dan diperoleh secara tidak 

langsung. 

        Kedua dari aspek sumber daya,  Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya telah 

memiliki sumber daya manusia, fasilitas, serta sarana pendukung dalam 

pelaksanaan pengawasan lingkungan, seperti petugas pengawas, alat pengambilan 

sampel air, serta laboratorium pengujian kualitas air. Namun dalam jumlah personel 

pengawas masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan 

tingginya potensi pencemaran di kawasan indsutri. Selain itu, keterbatasan 

anggaran juga menyebabkan kegiatan sosialisasi perda belum menjadi prioritas. 

Kondisi ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan cenderung lebih bersifat 

reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan masyarakat, bukan melalui 

pemantauan rutin dan preventif.  

        Ketiga, dari aspek karakteristik agen pelaksana, secara struktural Dinas 
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Lingkungan Hidup telah memiliki unit pengawas lingkungan yang dilengkapi 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam pelaksanaan 

pengawasan dan penanganan pencemaran limbah. Namun, dalam praktiknya, 

proses birokrasi yang berjenjang serta keterbatasan jumlah personel menyebabkan 

respons terhadap laporan pencemaran tidak dapat dilakukan secara cepat. Dari 

perspektif masyarakat, karakteristik pelaksana juga dinilai masih cenderung reaktif 

karena tindakan pengawasan umumnya dilakukan setelah adanya keluhan atau 

tekanan dari masyarakat.  

        Keempat, dari aspek hubungan antar organisasi, koordniasi antara Dinas 

Lingkungan Hidup, PT.KIM, pemerintah setempat dan masyarakat telah terjalin 

melalui mekanisme formal. Kerja sama ini terlihat dalam kegiatan pemantauan 

limbah, pelaporan berkala, serta tindak lanjut terhadap temuan pencemaran. 

Namun, hubungan tersebut masih bersifat prosedural dan reaktif, karena koordinasi 

biasanya dilakukan setelah muncul laporan atau permasalahan. Selain itu, 

mekanisme pelaporan yang berjenjang melalui pemerintah setempat juga 

memperlambat proses penanganan pencemaran. 

         Kelima, dari aspek sikap kecenderungan, Dinas Lingkungan Hidup pada 

dasarnya menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan 

lingkungan dan penegakan aturan melalui pemberian sanksi administratif kepada 

pelanggar. Akan tetapi, sikap pelaksana dalam praktiknya belum sepenuhnya 

mencerminkan tindakan yang proaktif dan preventif. Hal ini terlihat dari 

kecenderungan pelaksanaan pengawasan yang masih bergantung pada pelaporan 

masyarakat. 

         Keenam, dari aspek lingkungan ekonomi, sosial dan politik, Implementasi 
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kebijakan dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha, kesadaran masyarakat 

terhadap pencemaran lingkungan, serta kondisi kawasan industri yang memiliki 

aktivitas produksi tinggi. Di sisi lain, keberadaan fasilitas Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL) Komunal di kawasan industri medan memberikan dampak positif 

dalam sepenuhnya mampu menghilangkan permasalahan limbah cair. 

        Secara keselurahan dapat disimpulkan, bahwa implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di 

Kota Medan ini belum berjalan secara optimal. Hambatan utamanya yaitu terletak 

pada kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya dan anggaran, 

mekanisme birokrasi yang berjenjang, serta pola pengawasan yang masih bersifat 

reaktif. Meskipun demikia, upaya pemerintah melalui pengawasan lapangan, 

koordinasi antar lembaga, pemanfaatan fasilitas pengolahan limbah, serta 

penerapan sanksi administratif menunjukkan adanya komitmen dalam 

mengendalikan pencemaran lingkungan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang larangan pembuangan limbah cair 

ke selokan di Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

tersebut belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut: 

1.  Standar dan Sasaran Kebijakan 

       Peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 sebenarnya memiliki tujuan yang jelas, 

yaitu untuk mengatur pengelolaan limbah cair agar tidak mencemari lingkungan, 

meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha serta menjaga kualitas 

lingkungan di Kota Medan. Namun dalam implementasinya, sosialisasi kebijakan 

tersebut belum dilakukan secara khusus kepada masyarakat dan pelaku usaha. 

Dinas Lingkungan Hidup lebih memfokuskan kegiatan sosialisasi pada tugas dan 

fungsi lingkungan hidup seperti halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021, dan 

Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2022. 

2. Sumber Daya 

         Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah memiliki petugas pengawas 

lingkungan serta fasilitas pendukung seperti alat pengambilan sampel, dan 

laboratorium pengujian kuliatas air. Namun jumlah personel pengawas masih 

terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan, khususnya di kawasan 

industri yang memiliki potensi pencemaran tinggi. Selain itu, keterbatasan anggaran 
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juga menyebabkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan rutin belum dapat 

dilakukan secara maksimal. Kondisi ini membuat kegiatan pengawasan cenderung 

bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat.  

3. Karakteristik Agen Pelaksana 

       Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan telah memiliki 

sturktur organisasi, unit pengawas lingkungan, serta Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan dan penanganan 

pencemaran limbah. Meskipun demikian, prosesbirokrasi dan prosedur 

administrasi yang harus dilalui sebelum petugas turun ke lapangan seringkali 

menyebabkan respon terhadap laporan masyarakat menjadi lambat. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun secara struktural telah tersedia mekanisme kerja 

yang jelas, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dalam merespons 

permasalahan di lapangan. 

4.  Hubungan Antar Organisasi 

       Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak pengelola 

kawasan industri medan telah dilakukan, terutama dalam pengelolaan Instalasi 

Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal. Namun koordinasi tersebut masih perlu 

ditingkatkan agar pengawasan terhadap kegiatan industri dapat dilakukan secara 

lebih terpadu dan berkelanjutan. 

5.  Sikap Pelaksana 

      Aparat pelaksana pada dasarnya menunjukkan komitmen dalam 

menjalankan tugas pengawasan terhadap pencemaran lingkungan. Akan tetapi, dari 

perspektif masyarakat, tindakan pemerintah seringkali dianggap kurang tegas dan 

cenderung baru dilakukan setelah adanya keluhan atau protes dari masyarakat. Hal 
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ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih bersifat reaktif dan 

belum sepenuhnya preventif.  

6. Kondisi Sosial, Politik 

       Masyarakat sekitar kawasan industri masih merasakan dampak pencemaran 

lingkungan seperti bau menyengat dan perubahan warna air selokan. Namun, 

masyarakat juga mengakui bahwa kondisi pencemaran saat ini sudah relative lebih 

baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, terutama setelah adanya 

pengelolaan limbah melalui IPAL Komunal di kawasan industri medan. 

5.2 Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak 

terkait dalam meningkatkan implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 

tentang larangan pembuangan limbah cair ke selokan di Kota Medan. 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan 

kegiatan sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 10 tahun 2021 

kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya yang berada di kawasan 

industri. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan langsung, 

forum pertemuan dengan pelaku usaha, serta pemanfaatan media sosial dan 

media informasi lainnya. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif, 

diharapkan masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami isi dan tujuan 

kebijakan tersebut sehingga tingkat keptuhan terhadap aturan lingkungan 

dapat meningkat.  

2. Pemerintah daerah perlu menambah jumlah sumber daya manusia 

khususnya petugas pengawas lingkungan agar kegiatan pemantauan dan 



58 
 

 
 

pengawasan terhadap potensi pencemaran dapat dilakukan secara lebih 

efektif dan merata. Selain itu, peningkatan anggaran operasional juga 

diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan rutin, pengambilan 

sampel air serta kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. 

3. Dinas lingkungan hidup perlu meningkatkan sistem pengawasan yang 

bersifat preventif, tidak hanya bersifat responsif ketika ada pelaporan dari 

masyarakat. Pengawasan berkala terhadap kawasan industri perlu dilakukan 

secara rutin agar potensi pencemaran dapat dideteksi lebih awal sebelum 

menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan dan kesehatan 

masyarakat. 

4. Perlu adanya ppeningkatan koordinasi dan kerja sama antara dinas 

lingkungan hidup, pengelola kawasan industri medan, serta pelaku usaha 

dalam pengelolaan limbah cair industri. Kerja sama ini penting untuk 

memastikan bahwa seluruh perusahaan telah mematuhi pengolahan limbah 

dan memanfaatkan fasilitas IPAL secara optimal. 

5. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki mekanisme penanganan laporan 

masyarakat agar respons terhadap pengaduan terkait pencemaran 

lingkungan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. 
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